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Abstract 

 

 

 

 

 

 
Security Intelligence (Intelkam) of the Republic of Indonesia Police has a 

strategic role in maintaining national security stability, including in the 

context of criminal law enforcement. With the enactment of the new Criminal 

Code (KUHP), there are various substantial updates that affect the pattern and 

approach of law enforcement. This research aims to analyze the role of 

Intelkam in supporting the implementation of the new Criminal Code, 

especially in terms of early detection of potential security disruptions, 

intelligence data collection, and coordination with other police functions. The 

method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of 

regulation and secondary data. The research results show that Intelkam plays 

an important role in providing strategic input to criminal investigators, 

mapping potential threats to the implementation of certain articles in the new 

Criminal Code, and maintaining a balance between civil liberties and public 

order. Therefore, strengthening the capacity and regulation that supports the 

Intelkam function is the key to optimizing the implementation of the new 

Criminal Code in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas utama sebagai 

alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, salah satu fungsi penting yang dimiliki Polri adalah fungsi 

Intelijen Keamanan (Intelkam), yang berperan dalam pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian informasi strategis guna mendukung stabilitas keamanan nasional. Fungsi 

ini semakin krusial dalam konteks transformasi sistem hukum pidana nasional, 
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terutama dengan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

baru, yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku 

selama puluhan tahun. KUHP baru membawa berbagai pembaruan normatif, 

termasuk pengaturan ulang beberapa delik, penambahan tindak pidana baru, dan 

penguatan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal dalam sistem hukum pidana. 

Perubahan ini menuntut kesiapan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peran 

aktif dari Intelkam untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan dan dinamika 

sosial yang muncul akibat penafsiran atau penerapan norma-norma hukum yang 

baru. Dalam situasi sosial-politik yang kompleks, keberadaan Intelkam menjadi garda 

depan dalam memberikan informasi awal yang berguna untuk mencegah konflik dan 

memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana 

peran Intelkam beradaptasi dalam kerangka hukum pidana yang baru ini. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami peranan, tantangan, serta strategi Intelkam dalam 

mendukung keberhasilan implementasi KUHP baru, baik dari sisi pencegahan 

maupun penindakan. 

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis 

kualitatif terhadap regulasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Intelkam berperan penting dalam memberikan masukan strategis kepada penyidik 

pidana, memetakan potensi ancaman terhadap penerapan pasal- pasal tertentu dalam 

KUHP baru, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban 

umum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan regulasi yang mendukung fungsi 

Intelkam menjadi kunci dalam optimalisasi penerapan KUHP yang baru di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kewenangan dan Batasan Kewenangan Intelkam dalam Menjalankan Tugasnya 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru 

Intelijen Keamanan (Intelkam) memiliki beberapa kewenangan penting dalam 

menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, 

khususnya dalam konteks penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang baru. Salah satu kewenangan utama Intelkam adalah pengumpulan informasi. 

Dalam hal ini, Intelkam bertugas mengidentifikasi dan menghimpun data terkait 

potensi ancaman keamanan serta kejahatan. Aktivitas ini mencakup pemantauan 

situasi, analisis data, dan penyelidikan awal terhadap indikasi gangguan keamanan. 

Selain itu, Intelkam memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi 

informasi yang telah dikumpulkan guna menilai potensi ancaman yang ada. Dari 

analisis tersebut, Intelkam kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak 

berwenang dalam rangka pencegahan. 

Kewenangan lainnya mencakup aspek koordinasi dan kerja sama. Intelkam 

dapat bekerja sama dengan unit-unit lain di kepolisian, instansi pemerintah terkait, 

dan juga masyarakat umum demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dalam aspek 

pencegahan kejahatan, Intelkam diberi wewenang melakukan langkah-langkah 

preventif, seperti peningkatan patroli di wilayah rawan, pelaksanaan edukasi publik, 

serta keterlibatan dalam program deradikalisasi. Selain itu, Intelkam juga dapat 

memberikan dukungan teknis dan informasi kepada penyidik, terutama dalam hal 

identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan pengungkapan kasus kejahatan 

(Sumarjiyo, 2018). 

Namun demikian, kewenangan Intelkam tidak bersifat mutlak karena terdapat 

sejumlah batasan yang harus dipatuhi. Intelkam diwajibkan untuk menghormati hak 

asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya, tindakan Intelkam tidak boleh 

melanggar hak privasi, kebebasan berekspresi, atau hak-hak konstitusional lainnya. 

Selain itu, seluruh kegiatan Intelkam harus sesuai dengan prosedur hukum yang 
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berlaku, sehingga mereka tidak boleh bertindak di luar ketentuan undang-undang. 

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dari batasan 

kewenangan. Intelkam diharapkan terbuka kepada publik, terutama dalam hal 

metode kerja dan hasil penyelidikan. Yang tak kalah penting, Intelkam tidak memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, 

maupun penggeledahan. Kewenangan tersebut secara hukum hanya diberikan 

kepada penyidik resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suratman, 

2017). 

Peran Strategis Intelkam dalam Konteks KUHP Baru 

Intelijen Keamanan merupakan salah satu unsur penting dalam struktur 

Kepolisian Republik Indonesia yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan 

nasional. Intelkam memiliki tugas pokok dalam mendeteksi, menganalisis, dan 

menyampaikan informasi strategis kepada pimpinan Polri serta lembaga penegak 

hukum lainnya. Dalam konteks pemberlakuan KUHP baru, Intelkam mengambil 

peran sentral dalam mengantisipasi berbagai potensi dampak sosial, seperti reaksi 

penolakan masyarakat terhadap pasal-pasal tertentu, adaptasi aparat penegak hukum 

terhadap norma baru, serta identifikasi wilayah-wilayah yang rawan konflik akibat 

perubahan hukum. Dengan mengedepankan prinsip deteksi dini (early warning 

system), Intelkam mampu menggambarkan dinamika sosial yang berkembang 

sebagai respons terhadap perubahan regulasi hukum pidana. 

Tugas ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap gejala sosial yang 

berpotensi menimbulkan konflik, khususnya pasal-pasal sensitif seperti penghinaan 

terhadap lembaga negara, persoalan moralitas, serta isu kehidupan privat. Data dan 

informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup, dan 

dianalisis secara menyeluruh untuk disampaikan kepada pimpinan dan penyidik. 

Meski tidak menjalankan fungsi penindakan, analisis dari Intelkam menjadi landasan 

penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penegakan hukum. Selain itu, 

Intelkam juga menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat yang 
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terdampak implementasi KUHP baru. Peran ini penting untuk membangun 

kepercayaan publik dan mencegah salah paham atau eskalasi konflik sosial. Dalam 

kondisi tertentu, Intelkam bertugas mengawasi potensi radikalisasi atau provokasi, 

khususnya yang menyangkut pasal-pasal yang rentan dipolitisasi seperti penghinaan 

presiden atau penyebaran hoaks. Intelkam juga bertanggung jawab untuk melakukan 

evaluasi berkala terhadap dampak implementasi KUHP, yang hasilnya dijadikan 

bahan masukan bagi reformasi hukum dan kebijakan publik ke depan (Dinamika 

Hukum, 2021). 

Deteksi Dini Potensi Gangguan Kamtibmas 

Intelkam memainkan peran sentral dalam deteksi dini terhadap berbagai potensi 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang muncul akibat 

pemberlakuan KUHP baru. Sejumlah pasal dalam KUHP yang dianggap 

kontroversial, seperti penghinaan terhadap lembaga negara atau pelarangan 

kohabitasi, berpotensi menimbulkan keresahan atau konflik horizontal di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, Intelkam melakukan pemetaan wilayah dan kelompok 

masyarakat yang dinilai rawan konflik agar strategi pencegahan dapat dirumuskan 

sejak dini dan lebih tepat sasaran. 

Pengumpulan dan Analisis Informasi Strategis 

Dalam menjalankan tugasnya, Intelkam melakukan pengumpulan informasi 

dari berbagai sumber, baik yang bersifat terbuka seperti media sosial, maupun 

tertutup seperti laporan masyarakat dan hasil observasi lapangan. Semua informasi 

tersebut dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran menyeluruh 

kepada pimpinan Polri mengenai perkembangan sosial-politik di masyarakat, 

khususnya dalam konteks penerapan KUHP baru. Hasil analisis ini juga menjadi 

acuan dalam pengambilan langkah antisipatif yang bersifat strategis. 

Penyusunan Laporan Intelijen sebagai Dasar Kebijakan 

Hasil analisis yang dilakukan Intelkam dituangkan dalam bentuk laporan 

intelijen yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh satuan fungsi 
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lainnya di tubuh Polri, seperti reserse, sabhara, dan humas. Laporan ini memberikan 

dasar pertimbangan yang kuat bagi kebijakan penegakan hukum dan strategi 

pengamanan wilayah. Meskipun Intelkam tidak memiliki kewenangan melakukan 

tindakan hukum langsung, fungsinya sangat vital dalam mendukung kerja-kerja 

penindakan yang dilakukan oleh unit lain. 

Pencegahan Melalui Pendekatan Persuasif 

Upaya pencegahan yang dilakukan Intelkam tidak hanya melalui pemantauan, 

tetapi juga dengan pendekatan persuasif yang berbasis pada pemetaan sosial dan 

pemahaman kultural. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan 

edukasi hukum kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda mengenai isi 

KUHP baru. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan 

menciptakan suasana sosial yang kondusif, terutama di daerah-daerah yang 

berpotensi mengalami penolakan terhadap aturan baru. 

Menjembatani Komunikasi Antara Aparat dan Masyarakat 

Dalam menjalankan perannya sebagai penghubung, Intelkam menjalin 

komunikasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang menunjukkan resistensi 

terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Pendekatan yang dilakukan bersifat 

dialogis dan mediatif, sehingga setiap potensi konflik dapat diredam sebelum 

mencapai tahap krisis. Keterlibatan Intelkam dalam proses ini memperkuat peran 

kepolisian dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga legitimasi hukum di 

tengah publik. 

Pemantauan Media dan Aktivitas Digital 

Seiring meningkatnya peran media sosial dalam membentuk opini publik, 

Intelkam juga bertugas melakukan pemantauan terhadap narasi atau kampanye 

digital yang dapat menyesatkan atau memprovokasi masyarakat. Dalam konteks ini, 

Intelkam memberikan peringatan dini terhadap isu-isu yang berpotensi menjadi 

ancaman keamanan, sehingga dapat segera direspons oleh pihak-pihak yang 

berwenang. 
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Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Setelah KUHP baru diberlakukan, Intelkam juga melaksanakan evaluasi secara 

berkala terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya di wilayah dengan 

karakteristik budaya dan sosial tertentu. Evaluasi ini kemudian disusun dalam bentuk 

rekomendasi kebijakan yang menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam 

memperbaiki atau menyesuaikan regulasi demi tercapainya keamanan dan keadilan 

yang lebih merata. 

 

KESIMPULAN 

Intelkam memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Kewenangan mereka meliputi pengumpulan informasi, analisis, koordinasi, 

pencegahan kejahatan, dan dukungan penyelidikan. Namun, Intelkam harus 

menjalankan tugasnya dengan menghormati hak asasi manusia, mengikuti prosedur 

hukum, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas. 

Fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri memiliki peran strategis dalam 

mendukung implementasi KUHP yang baru dengan cara menyediakan informasi dan 

analisis intelijen yang akurat dan tepat waktu untuk mengantisipasi potensi gangguan 

keamanan, konflik sosial, dan dinamika masyarakat yang muncul akibat perubahan 

hukum pidana. Intelkam juga berperan dalam mendeteksi dan mencegah potensi 

resistensi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru serta mendukung 

pengambilan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang berbasis pada data 

intelijen. Dengan demikian, peranan Intelkam sangat penting dalam menciptakan 

stabilitas dan kondusivitas yang diperlukan agar KUHP baru dapat diterapkan secara 

efektif dan diterima oleh masyarakat. 
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